
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif retribusi dengan kondisi dan 
perkembangan sekarang ini, perlu mengubah beberapa ketentuan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi 
Surat Izin Tempat Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Surat Izin 
Tempat Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan 
Nomor 57/Tahun 1971 dan Nomor 103/A/KP/V/1971 tentang Ketentuan 
Kewenangan dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Perdagangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang 
Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan 
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat Ketentuan 
Pidana.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI 
SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) diubah 
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Jangka Waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan berlaku selama 

usaha tersebut masih berjalan.
(2) Setiap Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus 

dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian 
dan pengawasan;



(2a) Setiap Permohonan Surat Izin Tempat Usaha ditulis diatas kertas bermaterai 
secukupnya sesuai dengan nilai yang berlaku pada saat itu.

(3) Dengan adanya Surat Izin Tempat Usaha tidak mengurangi kewajiban Pengusaha 
untuk memperoleh Izin lain yang berhubungan dengan Usaha yang dimaksud.

2. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Setiap Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) baik izin baru maupun perpanjangan 
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.-

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Januari 2008

WALIKOTA SIBOLGA,
Dto

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA
dto.

DAHWIR NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2008 NOMOR 7


